
PERATURA"II GUBER}TUR RIAU
Nomof :

?ENTAIVG

SINERGITAS PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN SATUAN
KERJA PERAITGKAT DAERATI PEMERITVTAII PROVIITSI RIAU

DENG.AIT RAHMAT TI'IIAN YANG MAIIA ESA

GUBERNUR RIAU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Administrasipemerintaha].! di Lingkungal pemerinta.| provinsi Riau yang
akuntabel perlu didukung dengan ketersediaan arsip ian;autentik, utuh darr terpercaya.

b. bahwa ultuk penyediaan Arsip yang autentik, utqh dan
terpercaya serta- untuk peningkatan pelayanas publik yangdilaksalalal oleh pem.-erintah provinsi Riau 

- dipertukai
pengelolaan keaisipan yang komprehensif dan terpadu
sesuai dengan Norma, Standar, prosedur darl Krit€ria yaig
berlaku;

c. bahwa untuk m€lakukan sinkronisasi pengelolaaa kearsipan
secara komprehensif darr terpadu diperlukan Sinergitas
penyelenggaraan Kearcipan Satuan Keda perangkat Dairatr
di Lingkungan pemerintah provinsi fuau;

d. bahwa berdasarkan pertimbangal sebagaimana dimaksud
pada huruf a, b dan c perlu menetapkan peratur:an
Gubernur tentang Sinergitas penyelenggaraan Kearsipan di
Lingkungan Satuan Kerja perangkat Daerah pemerintah
provinsi Riau.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6l Tahun 195g, tentang penetapan
Undang-undang darurat Nomor 19 Tahun tdST tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Bar:at,
Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang_undang (kmbara!
Negara Republik Indonesia Nomor 1958 liomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1646)l

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2OO9 tenta_ng Kea_rsiDalr
(Lemba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 2109 No;or
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5071):
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentans pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesialahun 2014
Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimaaa telah diubai beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahu; 2Ol5
tpntang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014 tentalg Pemerintahan Daerah (lembaral
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Sg,
Tambahal Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor
567e);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentans
Pengelolaaa Keuangan Daerah (Lembaral Negata Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksarraan Undang-undang Nomor 43 Ta}rul 2009 tentanl
Kearsipan (Lembaran Negara Repubtjk Indonesia Tahui
2012 Nomor 53, Tambahan Lembaraa Negara Republik
Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Menteri Daian Negeri Republik Indonesia Nomor80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum
Daerah.

MEMUTUSKAIT

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SINERGITAS
PEI,IYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI RIAU.

xereriffiri uruun

Pasal 1

Dalarn Peraturan Gubernur ini yang dima*sud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalai pemerintah provinsi Riau.

2. Gubernur adalah Gubemur Riau.
3. Satuan Kelja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKpD adalah

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah-erovnsi Riau.

4. Lembaga Kearsipan Daerah selaajutnya disingkat LKD adalah Satuan Keda
Perangkat Daerah yang memiliki tugas dal fungsi di bidang kearsipal ya-ig
mempunyai tugas pembinaa! dan pengelolaan arsip di daer-ah;

5. Arsip adalah. rekaman kegiatan atau peristi$,a dalam berbagai bentuk danmedia sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasiyang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, pemerintahan Daerah,Lembaga Pendidikal, perusahaan, Orgaiisasi politik, OrgalisasiKemasyarakatan dall perseorangan dalam pelaksanaan kehidupai
bermasyarakat, berbalgsa dal bernigara.

5.

6.



8.

7.

6.

9.

10.

11.

13.

12.

l:lX:1T***"T. Kearsipan adalah keseturuhan kegiatan meliputi
KeoqaKan, pembrnaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suaru stsremr.ea_rslpar nasronal yang didukung oleh sumber daya malusia, prasarana
dan sarana, serta sumber daya lainnya.
Sinergitas Penyelenggaraan Kearsipaa adalah penyatuan visi, misi, programdan.kegiatan dalam penyelenggaraan kearsipart secara komprehensif diLtngKungan Satuan Kerja perangkat Daerah pemerintah provinsi Riau.

5:]!. di"*i". adalah arsip y_ ang masih digunakan secara langsung dalam
Kegraran pencrpta arsip dan disimparl selama jangka waktu tertantu.
Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atauterus menerus.

Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya teiai nelurun.
Pengelolaal arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamls secaraefisian, efektif, darr sistematis 

-melalui 
pincipt"..r, pirrggurr"-, aunpemeliharaan, serta pen] .rsutan arsrp.

11"J.,,:J"'1:, adalah arsip 
.yan_g dihasilkan oteh pencipra a_rsrp karena

3.-Tl:,-11 ir|"t ,guna kesejarahan. {elah habis masa retensinya dan
oerKereranga,n dlpermarenkan yang teiah diverifikasi baik secara langsung
palpltrl lidak largsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia aanTatari
Lembaga Kearsipan.

Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statrs secaraefisian, efektif, dan sistematis meliputi ;ku;sjsi, p".rgoi.fi"rr, preservasr,pemarfaatan, 
. 
pendayagunaan dan pelayanan puUiit "aaUm 

suatu sistrmkearsjpan nasional.

9:l-.^.1"1o^lt-ll,"oalah Ruang simpan arsip statis yang berada di t embagaKearsrpan lJaefah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

(1)

(2)

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan ini sebagai pedoman dalam melakuka_n
:rnergrlas program pengembangan dan penerapan sistem kearsipan secaraLerkoordinasi dan komprehensii ai lingt ungan bXrO.

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah terwujudnya keutuhan informasi
lJ,sl! untuk baian pertanggungjawaban p".ry"t"rrgga.lrrl-p".ie.,ntarran aanpelayar'tall publik secara cepar. repat. lengkap aan ilurat.

pENyELDNGGhXXio*ro*"r"^*

Pasal 3

(1) Setiap SKPD menyelenggarakan Kearsipal berpedoman pada ketentuanperaturan peiundang_undangarr.
(2) Penyelengaraan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (t) meliputi;

a. Pengelolaan Arsip Dinamis



b. Pen an Arsip Statis.

tol reuap Jr1pri waJlb menyerahkan Arsip yang
Statis kepada LKD dan memitiki saiani
penyelenggaraan kearsiparr.

dikategorikan sebagai Arsip
kearsipan sesuai standat-

Pasal 4

(1) Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf ameliputi;
a. Penciptaan arsip
b. Penggunaan arsip;
c. Pemeliharaan arsip;
d. Penyusutan arsip

(2) Pengelolaai Arsip Statis sebagaimaia dimaksud dalam pasa-l 3 huruf bmeliputi;
a. Akuisisi Arsip Statis
b. Pengolahan Arsip Statis;
c. Preservasi arsip Statis;
d. Akses arsip Statis

(r)

(2)

pasal S

Urtuk penyelenggaraan keaJsipan sebagaimana dimaksud dala.a pasal 3,
lr'ru se,?agal penclpta arsip membentuk Unit Kearsipan yarg ditetapkan
oengan Keputusan Kepala SKPD.

Unit Kearsipal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:Ketua : Sekretaris SKPD atau kepala unii yang membidangi
Tata Usaha Kesekretadatan:

Anggota : Minimal dua orang terdiri atas 1 (satu) orang staf sekretariat
dar 1 (satu) orang fungsional arsiparis.

Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyar tugas;a. Mengelola Arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungarnya;
b. Mengelola arsip dan menyajikan arsi, menjadi ;forrn-asi;-c. Melatukan pemusnahan arsip di lingkungan lembaganya;d. Melakukal pembinaan dan evaluasi dalair .angka p'entelengg* oaan

kearsipan di lingkungannya.

Pasal 6

(1) LKD menfapkan pedoman Teknis pengelolaan Arsip dengan
mempedomani ketentuan peraturan perundang_undangan.

(2) LKD melakukan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraal Kea-rsipan
di Lingkungan SKPD;

(3) LKD-melakukan penelusuran dan akuisisi Arsip Statis yaIrg berada pada
SKPD di Lingkungan pemerintah Daerah.

(4) LKD -wajib melakukan pemeliharaan darl preservasi Arsip Statis yarrg
berada pada Depo Arsip Riau.

(3)



PaEaI ?

(1) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud da_larn pasal 6 ayat (2\
meliputi;

a. Penyediaan pedoman penyelenggaraal kearsipan;
b, Koordinasi Penyelenggaraan Kearsipan;
c. Supen'isi;
d. Sosialisasi;
e. Pendidikan dan Pelatihal;
f. Bimbingan Teknis dan konsultasi
g. Penilaian kinerja Arsiparis;
h. Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan;
i. Audit Kearsipan Dinamis;
j. Mooitoring dan evaluasi;
k. Penilaiar kineda peqyelenggaraan kearsipal; dal
l. Koordinasi penyediaan fasilitas sarana kearsipan.

(2) Penelusurar dan Akuisisi a$ip statis sebagaimana dimalcsird dalam pasal
6 ayat (3) meliputi;

a, Pendataan dalr penataan arsip
b. Monitoring terhada! fisik arsip dan daftar arsip statis;
c. Melakukan Verifikasi darr penilaian terhadap da.ftar arsip statis.
d. Menetapkan status arsip statist
e. Persetujuan untuk menyerahkan oleh pencipta arsip.

Pasal 8

Sekretaris Daerah Provinsi Riau melakukan koordinasi tintas SKPD dalam
rangka sinergitas penyelenggaraan Kearsipat;

pErApoRAirgAT DvAruAsr

Pasal 9

( 1 ) SI(PD menyampaikarr laporan penyelenggaf aarr Keaf sipan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Sekretaris Daerah provinsi Riau
melalui LKD setiap 3 (tiga) bulan;

(2) LKD melakukar evaluasi dan penilaial terhadap laporan penyelenggaraan
kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 4 (empat) bua;;

(3) LKD -menyampaikan laporan evaluasi dan penilaian penyelenggaraan
kearsiparr sebagaimana dimaksud pada ayat (2i kepada Gubernur mela.lui
Sekietaris Daerah Provinsi Riau setiap 6 (enafn) bulan.

(4) SKPD ysng tidak melaksalakan penyelenggaraan kearsipal dikenaka.n
saiksi berdasarkan ketentuan peraturan perundalg-undalgan.



BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal lO

B. iaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Sinergitas penyelenggaraan Kearsipaa
dibebankaa pada Angga.ran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita daerah Frovinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal

GUBERNUR 

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 

PROVINSI RIAU

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR 

Admin
Typewritten text
51

Admin
Typewritten text
ttd.

Admin
Typewritten text
ttd.

Admin
Typewritten text
21 Oktober 2016

Admin
Typewritten text
21 Oktober 2016


